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          Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencapaian target penerimaan PBB (Pajak 
Bumi dan Bangunan) di Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo tidak 
dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukan tingkat kesadaran masyarakat. Dengan 
adanya upaya yang dilakukan oleh petugas desa untuk dapat mengajak wajib pajak serta 
masyarakat dalam pemberian penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian 
penghargaan dapat meningkakan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan. Karena kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu timbul dari diri pribadi 
wajib pajak sendiri,maka pada hakikatnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah 
satu perwujudan kegotong royongan nasional dalam membantu pembangunan nasional. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik sampling menggunakan 
purposive sampling dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian 
metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif (Interactive model). Berkaitan 
dengan hasil penelitian yang sudah peneliti jelaskan, maka saran yang dapat peneliti berikan ialah 
petugas pemungut pajak desa disertai peran sebagai motivator kepada masyarakat tidak hanya 
bertugas sebagai pemungut pajak, supaya masyarakat lebih sadar membayar pajak jadi lebih baik 
ataupun kepala desa tidak harus menutup pajak yang tidak masuk dari masyarakat dan 
Peningkatan pelayanan dan juga informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan seperti iklan 
layanan masyarakat, sosialisasi dan juga edaran yang disebarkan kepada masyarakat tentang 
pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan. Pelatihan dan pembimbingan kepada petugas-petugas 
pemungut pajak perlu dilakukan agar proses pemungutan dapat berjalan lebih baik. 
 
Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan 
 
Pendahuluan 
Pelaksanaan peraturan pemerintah 
daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 tentang 
Pemerintahan Daerah  menyebutkan otonomi 
daerah merupakan hak, wewenang dan 
kewajiban daerah otonomi untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di atas. Pelaksanaan otonomi 
daerah memberi kewenangan yang lebih luas 
kepada daerah untuk mengatur dan 
mlengelola rumah tangganya sendiri. Hal ini 
membawa konsekuensi semakin kecilnya 
peranan pemerintah pusat dalam mengurus 
pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk 
kebutuhan pembangunannya, sehingga 
menuntut daerah untuk mampu membiayai 
sendiri kebutuhan pembangunan. 
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Pemerintah Daerah dalam menggali dan 
mengembangkan berbagai potensi daerah 
sebagai potensi sumber penerimaan asli 
daerah menjadi sangat menentukan 
pelaksanaan tugas pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan masyarakat di 
daerahnya. Berdasarkan uraian di atas 
semakin jelas bahwa peranan pemerintah 
daerah dalam pembangunan semakin berat, 
khususnya di bidang keuangan untuk 
pembiayaan pembangunan daerah dan semua 
itu masuk dalam Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya 
disebut PAD adalah pendapatan yang 
diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
Perundang undangan yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab 
I Pasal 1. 
Besarnya penerimaan Pendapatan asli 
Daerah (PAD) mencerminkan tingkat 
partisipasi masyarakat dan sekaligus 
mencerminkan kemampuan aparat 
pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo 
Khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalam 
menghimpun serta menggali potensi yang 
terdapat di daerah tersebut. Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Probolinggo dalam proses 
pemungutan pajak daerah menggunakan 
Strategi yang pertama yaitu intensifikasi dan 
ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah, 
kedua monitoring dan evaluasi penerimaan 
pajak-pajak daerah, dan yang ketiga 
penertiban pajak-pajak daerah.  
Penerimaan negara dimanfaatkan oleh 
pemerintah untuk membangun prasarana dan 
sarana kepentingan umum. Dengan kata lain, 
pendapatan negara dari sektor pajak 
merupakan “motor penggerak” kehidupan 
ekonomi masyarakat yang merupakan sarana 
nyata bagi pemerintah untuk mampu 
menyediakan berbagai sarana ekonomi yang 
ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat 
(Pembangunan nasional akan berhasil apabila 
kegiatan yang melibatkan partisipasi dari 
seluruh rakyat disuatu negara). Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) sangat berpotensi untuk 
menunjang pendapatan daerah guna 
melaksanakan otonomi daerah dan 
pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap 
objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan. 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan 
salah satu penerimaan pemerintah pusat yang 
sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan 
kembali kepada daerah yang memungutnya. 
Hampir sebgaian besar masyarakat memiliki 
tanah dan bangunan, maka sebuah 
keuntungan besar khususnya bagi penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan karena tanah dan 
bangunan dapat diidentifikasi dan ditemukan 
(Damaiyanti 2014:15). 
Masalah yang tengah dihadapi oleh 
Pemerintah Daerah saat ini adalah lemahnya 
kemampuan pendapatan daerah untuk 
menutupi biaya dalam melaksanakan belanja 
pembangunan daerah yang setiap tahunnya 
semakin meningkat. Dalam hal ini, akan 
dibahas lebih dalam mengenai pajak bumi 
dan bangunan, dikarenakan kontribusi PBB 
terhadap kelangsungan pelaksanaan 
pembangunan yang diterangkan dalam dana 
pertimbangan walaupun cukup besar nilainya 
dianggap tidak cukup menopang pendapatan 
daerah. Selain itu juga disebabkan dana 
pertimbangan termasuk dalam pajak pusat 
yang mana masih terdapat bagian yang harus 
dibagi dengan pemerintah pusat. Artinya 
tidak keseluruhan pendapatan dapat 
dikontribusikan pada pemerintah daerah 
(Putri 2014:29). 
Kabupaten Probolinggo merupakan 
daerah berkembang yang dibuktikan dengan 
pesatnya pertumbuhan dan pembangunan 
baik berupa pusat perbelanjaan, pariwisata, 
tempat hiburan, dan juga badan usaha yang 
bersifat swasta maupun pemerintah yang 
telah ikut menyumbang sebagai sumber 
pendapatan Asli Daerah. Kesadaran 
masyarakat untuk membayar pajak sangat 
bergantung pada pengetahuan masyarakat 
mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan. 
Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan  
sikap dan tata laku seseorang wajib pajak 
atau kelompok wajib pajak dalam usaha 
mendewasakan manusia melalui upaya 
pengajaran dan pelatihan. 
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Penyebab masih rendahnya kesadaran 
membayar PBB kaitannya dengan tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak karena persoalan 
sanksi pajak yang belum ditegakkan. Padahal 
ada konsekuensi bagi Wajib Pajak jika 
terlambat melakukan pembayaran PBB, baik 
berupa sanksi administratif maupun sanksi 
pidana. Sanksi administratif berupa denda 
bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar 
pajak terutang sebesar 2 % per bulan dari 
jumlah pajak yang terutang (Pasal 3 ayat 1 
PMK No. 78/PMK.03/2016). 
Persoalan yang dihadapi saat ini untuk 
Meningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam 
Pencapaian Target Penerimaan PBB meliputi 
berbagai hal, diantaranya : 
a. Kecenderungan wajib pajak membayar 
pajak hanya untuk menuntaskan 
kewajibannya tanpa mengetahui 
pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan 
bagi pembangunan bangsa.  
b. Kepatuhan warga Desa KedungSupit 
Kecamatan Wonomerto Kabupaten 
Probolingo dalam membayar pajak bumi 
dan bangunan hanya disebabkan karena 
tidak mau dikenai denda jika membayar 
pajak tidak tepat waktu. 
c. Perolehan dari hasil pembayaran pajak 
bumi dan bangunan warga Desa Kedung 
Supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten 
Probolinggo  perlu ditingkatkan lagi dan 
perlu diketahui bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesadaran masyarakat 
dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan, serta kendala-kendala yang 
dihadapi wajib pajak serta pemerintah.  
Berdasarkan uraian diatas , maka penulis 
bermaksud untuk meneliti dan mengkaji lebih 
dalam terkait Upaya Peningkatan Kesadaran 
Masyarakat Dalam Pencapaian Target 
Penerimaan PBB (Pajak Bumi dan 
Bangunan). Oleh karena itu dari penjelasan 
diatas penulis mengambil judul “Upaya 
Peningkatan Pencapaian Target Penerimaan 
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi 
Kasus pada Desa Kedung Supit, Kecamatan 
Wonomerto, Kabupaten Probolinggo)”.  
 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian deskriptif dengan pendekatan 
pendekatan kualitatif dengan tujuan 
memberikan gambaran masalah secara 
sistematis, cermat, rinci, serta mendalam 
terhadap fenomena yang terjadi pada 
Kabupaten Probolinggo. Strategi penelitian 
ini menggunakan strategi penelitian studi 
kasus, sesuai dengan namanya studi kasus 
atau fenomena tertentu yang ada dalam 
masyarakat yang diamati secara mendalam 
untuk mempelajari latar belakang, keadaan, 
dan interaksi yang terjadi. Fokus dari studi 
kasus ini adalah Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Upaya 
yang dilakukan aparatur desa untuk dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
meningkatkan pencapaian target penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan, dan Faktor 
pendukung dan Penghambat dalam 
meningkatkan target penerimaan pajak bumi 
dan bangunan. Tujuan ditetapkannya lokasi 
penelitian ini agar dapat diketahui lebih jelas 
obyek penelitiannya. Adapun lokasi 
penelitian ini bertempat di Desa Kedung 
Supit Kecamatan Wonomerto. 
Sumber data penelitian terdiri dari data 
primer yang dikumpulkan dengan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi pada 
Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto 
Kabupaten Probolinggo. 
Strategi penelitian ini menggunakan 
strategi penelitian studi kasus, sesuai dengan 
namanya studi kasus atau fenomena tertentu 
yang ada dalam masyarakat yang diamati 
secara mendalam untuk mempelajari latar 
belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. 
Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan 
sistem yang bisa berupa program, kegiatan 
peristiwa, atau sekelompok individu yang ada 
pada keadaan atau kondisi tertentu. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini 
teknis analisis yang dugunakan adalah 
analisis yang tidak menggunakan 
perhitungan-perhitungan yang bersifat 
statistik dengan langkah-langkah: (1) 
Pengumpulan data berkaitan dengan Upaya 
Peningkatan Pencapaian Target Penerimaan 
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Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), (2) 
Reduksi berkaitan dengan Upaya Peningkatan 
Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi 
Dan Bangunan (PBB) melalui analisis data 
dengan cara mereduksi data sesuai tujuan 
yang hendak dicapai oleh peneliti, (3) 
Penyajian data dalam bentuk tabel maupun 
naratif yang menggabungkan informasi yang 
tersusun kedalam bentuk yang padu, dan (4) 
Verifikasi dan kesimpulan berdasarkan bukti 
dan fakta yang kuat pada tahap pengumpulan 
data. Keabsahan data penelitian dilakukan 
dengan beberapa cara yaitu Credibility 
(validasi internal), Transferability (validasi 
eksternal), Dependenability (realibilitas) dan 
Confirmability (objektivitas). 
 
Hasil Dan Pembahasan 
Kabupaten Probolinggo merupakan 
salah satu Kabupaten yang terletak di 
Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 
112’50’ – 113’30’ Bujur Timur (BT) dan 
7’40’ – 8’10’ Lintang Selatan (LS), dengan 
luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 
1.696,17 km2 (1,07 % dari luas daratan dan 
lautan Propinsi Jawa Timur). 
Adapun pembagian wilayah 
administratif, secara yuridis formal dibentuk 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, yang terdiri dari 24 wilayah 
Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.642 
Rukun Warga (RW) dan 5.864 Rukun 









Gambar 4.1 Peta Pembagian Wilayah 




Pada periode empat tahun terakhir, 
jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo 
meningkat terus hingga mencapai 1.108.136 
jiwa pada tahun 2012. Dengan luas wilayah 
sekitar 1.696,16 km2, maka kepadatan 
penduduk ini lebih tinggi dibandingkan tiga 
tahun sebelumnya yang masing-masing 
mencapai 616 jiwa per km2 (2009), 636 jiwa 
per km2 (2008), dan 631 jiwa per km2 
(2007). Sedangkan perkembangan jumlah 
penduduk berdasarkan jenis kelamin mulai 
tahun 2008-2012. 
Mata pencaharian penduduk suatu 
daerah dengan daerah lain tidak sama. 
Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan 
letak geografis keadaan alam dan pendapatan 
penduduknya. Mata pencaharian penduduk 
Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto 
sebagian besar Petani dan Pedagang karena 
letak geografis Desa Kedung Supit jauh dari 
perkotaan. 
Data Penduduk Menurut Mata 
Pencaharian 
No. Mata Pencaharian Jumlah 
1 Usaha Industri 22 
2 Jasa Angkutan 34 
3 Jasa 43 
4 Pensiunan 8 
5 Buruh Bangunan 46 
6 TNI 3 
7 PNS 17 
8 Petani 412 
9 Buruh Tani 104 
10 Pedagang 314 
11 Buruh Industri 27 
12 Lainnya 101 
Jumlah 1.113 
Sumber : Desa Kedung Supit Kecamatan 
Wonomerto (2018) 
Desa Kedung Supit sebagai salah satu 
desa yang juga menerima kebijakan 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari 
daerah sesuai undang-undang yang berlaku. 
Proses pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan dimana surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) di distribusikan kepada wajib pajak 
yang ada di Desa Kedung Supit, hal tersebut 
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bertujuan agar para wajib pajak tidak 
menunggak pada terhutangnya dan segera 
membayar atas Pajak Bumi dan Bangunan 
yang dimiliki. Selama kurun waktu yang 
telah ditentukan oleh Badan Pendapatan 
Daerah, para wajib pajak harus membayar 
pajak terhutangnya sebelum jatuh tempo 
pembayaran bilamana para wajib pajak ingin 
dikenakan sanksi administrasi.  
Prosedur penagihan ini dilakukan kepada 
wajib pajak terlambat membayar PBB dan 
atau membayar dengan jumlah yang kurang.  
a. Fungsi penagihan meminta daftar 
tunggakan PBB kepada fungsi 
pengelolahan data. Lalu daftar ini akan 
diteliti sebagai acuan penerbitan surat 
tagihan pajak/STP (dua lembar)  
b. Fungsi penagihan menyimpan kedua 
STP kedalam arsip dan menyerahkan 
lembar pertama kepada wajib pajak  
c. Wajib pajak penerima STP akan 
melakukan penyetoran PBB sesuai cara 
pembayaran yang dipilihnya. Penyetor 
PBB ini akan secara otomatis akan 
memperbaruhi daftar tunggakan PBB 
yang dimiliki oleh fungsi pengelola 
data. Namun, jika wajib pajak tidak 
membayar, fungsi penagihan akan 
menerbitkan surat teguran.  
Hal ini dipengaruhi oleh : Kurangnya 
informasi dari pihak pemerintah kepada wajib 
pajak/rakyat menyebabkan kurangnya 
kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan. Upaya yang dilakukan oleh pihak 
desa dirasa masih kurang optimal untuk 
memberikan serta mengginggatkan wajib 
pajak untuk membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan, Adanya kebocoran pada penarikan 
pajak menyebabkan kepercayaan wajib pajak 
atau menyebabkan kesadaran membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan menjadi menurun 
dikarenakan kasus korupsi yang terjadi di 
Indonesia sehingga wajib pajak merasa 
dirugikan dan merasa sia-sia membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan. Jika uang yang wajib 
pajak setorkan untuk memenuhi kewajiban 
mereka sebagai warga negara dikorupsi oleh 
pegawai-pegawai atau oknum-oknum yang 
tidak bertanggung jawab untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi mereka serta memperkaya 
diri dengan mengkorupsi uang dari Pajak 
Bumi dan Bangunan dan Suasana individu 
(belum memiliki uang) sangat mempengaruhi 
kesadaran untuk membanyar Pajak Bumi dan 
Bangunan. Wajib pajak sadar untuk 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun 
mereka terhalang oleh tidak memilki uang 
yang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan. Jika faktor faktor tersebut bisa 
teratasi dengan baik oleh pemerintah  maka 
pencapaian penerimaan target Pajak Bumi 
dan Bangunan akan tercapai dan terealisasi. 
Upaya yang dapat dilakukan yakni :Dengan 
memberikan penyuluhan kepada wajib pajak 
sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat 
menambah pengetahuan tentang manfaat 
serta peran pentingnya membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan, dengan meningkatkan 
pelayanan kepada wajib pajak dapat 
membantu meningkatnya kesadaran untuk 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan 
memberikan penghargaan dapat memotivasi 
wajib pajak serta Kecamatan untuk dapat 
lebih memaksimalkan upaya dengan 
pemberian penyuluhan kepada wajib pajak 
sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu 
sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan dapat maksimal. Jika upaya 
upaya tesebut mampu meningkatkan 
pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan 
di Desa Kedung Supit KecamatanWonomerto 
Kabupaten Probolinggo maka penerimaan 
Pajak akan tercapai sesuai target dan 
terealisasi. 
Dengan memberikan penyuluhan kepada 
wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui 
serta dapat menambah pengetahuan tentang 
manfaat serta peran pentingnya membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan. Membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan dapat membantu 
pemerintah dalam mensukseskan progaram 
pemerintah guna menjalankan roda 
pemerintahan. Dan meningkatkan pelayanan 
kepada wajib pajak dapat membantu 
meningkatnya kesadaran untuk membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan 
meningkatnya pelayanan yang dilakukan oleh 
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Desa dapat membantu wajib pajak. 
Memberikan penghargaan dapat memotivasi 
wajib pajak serta Desa untuk dapat lebih 
memaksimalkan upaya dengan pemberian 
penyuluhan kepada wajib pajak sehingga 
wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan dengan tepat waktu sehingga 
pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan dapat maksimal sehingga Desa 
mendapatkan penghargaan dari pemerintah 
karena penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan yang dapat memenuhi target 
penerimaan. Jika faktor pendukung tersebut 
dilaksanakan dengan baik maka pencapaian 
penerimaan target Pajak Bumi dan Bangunan 
akan tercapai dengan maksimal.  
Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam 
membayar PBB , Kendala yang disebabkan 
oleh isu pajak dan wajib pajak lupa 
membayar PBB karena wajib pajak belum 
sadar akan kewajibannya untuk membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  yang 
menyebabkan target capaian PBB di tahun 
2017-2018 tidak dapat terrealisasikan seuai 
dengan target yang telah ditentukan. Tingkat 
pengetahuan yang rendah dari pengertian 
PBB, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, 
kapan harus membayar. Inilah yang 
menyebabkan capaian target PBB tidak dapat 
terrealisasi sesuai dengan target yang sudah 
ditentukan.Dan isu pajak yang berkembang 
sekarang menjadi salah satu faktor  kendala 
yang dihadapi dalam membayar Pajak Bumi 
dan Bangunan di Desa Kedung Supit, karena 
adanya unsur ketidak percayaan karena uang 
yang  bayarkan untuk PBB banyak dikorupsi 
oleh pejabat negara isu pajak inilah yang 
meneyebabkan wajib pajak enggan 
membayar PBB dan mengabaikan tangungan 
pembayaran PBB sehingga target capaian 
PBB tidak dapat memenuhi target yang udah 
ditetapkan. Jika faktor penghambat bisa 
diatasi oleh pemerintah untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat maka pencapaian 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  akan 
berjalan maksimal dan terealisasi. 
 
Kesimpulan 
Pemikiran pajak sebagai alat pemeras 
sudah tidak dirasa oleh wajib pajak namun 
pajak dirasa oleh wajib pajak sebagai beban, 
karena naiknya beban Pajak Bumi dan 
Bangunan ditiap tahunnya sehingga membuat 
wajib pajak harus menyediakan uang lebih 
untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
Kareana tidak semua warga memilki 
pendapatan yang sama dengan warga yang 
lain, jika yang memiliki pendapatan yang 
lebih tidak akan keberatan atau tidak dirasa 
sebagai beban namun bagi warga yang 
memilki pendapatan yang pas-pasan untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi 
beban untuk membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Kurangnya informasi dan penyuluhan 
yang dilakukan pemerintah dapat 
menyebabkan menurunnya kesadaran 
masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan. Pemberian informasi serta 
penyuluhan kepada setiap wajib pajak dapat 
menambah pengetahuan wajib pajak tentang 
manfaat membayar pajak serta dapat 
mengginggatkan wajib pajak untuk selalu 
dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
dengan tepat waktu tanpa harus wajib pajak 
terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan. Dengan pemberian informasi serta 
penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat 
menumbuhkan rasa atau sikap kegotong-
ronyongan  karena dengan wajib pajak 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
membantu program pemerintah untuk 
mensejahterakan rakyat. Pemberian informasi 
dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu 
dengan mengadakan dengar pendapat 
dikantor desa, pertemuan khusus yang 
membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta 
dengan mendatangi tiap RT/RW. Dengan 
dilakukannya pemberian informasi secara 
berkesinambungan akan memberikan 
pengetahuan tentang peran Pajak Bumi dan 
Bangunan serta dapat menggungah wajib 
pajak untuk lebih menyadari akan kewajiban 
mereka sebagai warga negara untuk ikut 
mensukseskan prrogaram pemerintah dengan 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
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Kebocoran ini terjadi karena kurang 
kontrol dan pengawasan dari pemerintah 
terkait dengan para petugas sehingga 
menimbulkan suatu pandangan yang negatif 
dari masyarakat. Seperti uang yang telah 
dibayarkan wajib pajak untuk membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan dikorupsi oleh 
petugas pajak untuk kepentingan serta 
keperluan pribadi. Seperti kasus Gayus 
Tambunan yang menghebohkan pada tahun 
2010 secara tidak langsung membuat 
kepercayaan wajib pajak terhadap petugas 
serta pemerintah menjadi turun. Wajib pajak 
dengan susah panyah membayar Pajak Bumi 
dan Bangunan namun dikorupsi oleh oknum-
oknum yang hanya memikirkan kepentingan 
pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan 
rakyat miskin yang ada di negara ini. 
Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di 
negara kita membuat wajib pajak menjadi 
enggan untuk membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan. Adanya kebocoran pada penarikan 
pajak yang terjadi membuat wajib pajak 
enggan untuk membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan. Wajib pajak enggan untuk 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena 
mereka terpengaruh oleh kasus korupsi yang 
terjadi di Indonesia. Mereka beranggapan 
untuk apa mereka membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan karena nantinya akan di korupsi 
oelh para petugas pajak untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi. Kepercayaan wajib pajak 
terhadap para petugas pajak menjadi turun 
karena adanya kasus korupsi. Dengan 
menurunnya tingkat kepercayaan para wajib 
pajak akan menimbulkan turunnya 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Suasana wajib pajak terutamanya jika 
tidak memiliki uang untuk membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang 
logis karena tidak semua wajib pajak di 
Kecamatan Gajah Mungkur memiliki 
pendapatan serta memiliki pekerjaan yang 
sama. Walaupun menjadi beban, mereka 
berusaha untuk membayar pajak dengan 
sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari 
pendapatan mereka untuk membayar pajak. 
Wajib pajak juga menyadari akan kewajiban 
mereka sebagai warga negara sehingga 
mereka berupaya untuk membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan karena wajib pajak takut 
untuk terkena denda jika mereka telat dalam 
membayar pajak. 
Untuk mengatasi hambatan yang 
dihadapi oleh perangkat desa baiknya petugas 
pemungut pajak desa disertai peran sebagai 
motivator kepada masyarakat tidak hanya 
bertugas sebagai pemungut pajak, supaya 
masyarakat lebih sadar membayar pajak jadi 
lebih baik ataupun kepala desa tidak harus 
menutup pajak yang tidak masuk dari 
masyarakat. 
Peningkatan pelayanan dan juga 
informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
seperti iklan layanan masyarakat, sosialisasi 
dan juga edara yang disebarkan kepada 
masyarakat tentang pentingnya Pajak Bumi 
dan Bangunan. Pelatihan dan pembimbingan 
kepada petugas-petugas pemungut pajak 
perlu dilakukan agar proses pemungutan 
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